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KATA PENGANTAR 
 

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Magetan merupakan acuan perencanaan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Magetan selama satu tahun dan merupakan 
penjabaran per tahun dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Adapun 

penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Magetan merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 
tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan 

secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017. 

Rencana Kerja Tahun 2026 disusun sebagai implementasi dari 
tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor 

mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan 
pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana Kerja ini dapat 

memberikan arah/ pedoman untuk rencana kegiatan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2026. 

Namun kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi 

pokok Rencana Kerja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi 
peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua 
pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, 

semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya, 
kepada kita semua. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk 
periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk 

menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 
(satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima 

tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke 
dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. 

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan 

strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan 

strategis Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat 
Daerah disusun dengan tahapan : 

a. Persiapan penyusunan; 
b. Penyusunan rancangan awal; 
c. Penyusunan rancangan; 

d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah; 
e. Perumusan rancangan akhir; 

f. Penetapan. 

Dalam penyusunannya rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu 

pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta 
didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 
sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat 

Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar 
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangakat Daerah 

dalam mendukung  penyelenggaraan program pembangunan tahunan 
pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan 
dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur 

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah  antara lain : 
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja  tahun sebelumnya dan 

mengacu RKPD tahun berkenaan; 
2. Program dalam Rencana Kerja harus sesuai dengan program prioritas 

sebagaimana tercantum dalam  Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

pada tahun berkenaan;  
3. Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah harus 

selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh 
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pemangku kepentingan dalam forum Musyawarah Perencanaan dan 
Pembangunan (Musrenbang); 

4. Program dan kegiatan dalam Renja  dilengkapi dengan indikator kinerja 
hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi 

dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju. 
 

 
1.2. Landasan Hukum  

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, sejumlah 

peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu : 
1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5941); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 

Nasional; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (SPM); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan, dan 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 112); 

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);  

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas 
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1842); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1114); 
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 
050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 
2024 Nomor 4 Seri D); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 

2025-2029; 
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2025–2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024 
nomor 03); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2025 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor ………. tahun 2025 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2025-2029; 
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30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 
31. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan 

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026; 
32. Peraturan Bupati Magetan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja 

Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2026; 
 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 
 

       1.3.1. Maksud 
       Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Magetan tahun 2026 diantaranya : 
1) Pedoman pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilakukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah yang memuat pokok-pokok kebijakan 

dan program/kegiatan/sub kegiatan dalam urusan ketentraman, 
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (sub kebencanaan) tahun 

2026; 
2) Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi 

dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara 
internal maupun eksternal; 

3) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) 

tentang rencana pembangunan tahunan; 
4) Memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan tahun 2026 dengan 
program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 
2026. 

 

 
      1.3.2. Tujuan 

      Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Magetan tahun 2026 antara lain : 

1) Memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja ke dalam 
Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
(KUA-PAS) Tahun 2026; 

2) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Magetan yang menjadi acuan kegiatan; 

3) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan 
Penanggulangan Bencana; 

4) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber 
daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan 
penanggulangan bencana. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyajian 

dokumen Renja Perangkat Daerah terdiri dari : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang pengertian ringkas tentang Renja Perangkat 
Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat 
Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra 

Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya 
dengan proses penyusunan RAPBD 

1.2  Landasan Hukum  uraian ringkas tentang dasar hukum yang 
berkaitan langsung dan digunakan dasar 
dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, 

baik yang berskala nasional, maupun lokal 

1.3 Maksud dan Tujuan Berisi tentang tujuan dan sasaran 
penyusunan dokumen Renja Perangkat 

Daerah 

1.4 Sistematika Penulisan Berisi tentang sistematika penyajian/ 
penyusunan Renja Perangkat Daerah 

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH 
TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan 

Renja Perangkat Daerah 
Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat 
Daerah 
 

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja 

tahun n-2 dan perkiraan capaian tahun n-1, 
dikaitkan dengan target capaian Renstra 

 

2.2 Analisis Kinerja 
Pelayanan Perangkat 
Daerah 

 
 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja 
pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan 
indicator kinerja yang sudah ditentukan 

dalam NSPK (Norma, Standar, Prosedur, 
Kriteria) dan SPM, maupun terhadap 

Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

2.3 Isu-Isu Penting 
Penyelenggaraan Tugas 

dan Fungsi Perangkat 
Daerah 

Berisikan permasalahan dan hambatan, 
serta tantangan dan peluang dalam 

pelayanan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah, serta isu-isu strategis lainnya 

2.4 Review Terhadap 

Rancangan Awal RKPD 

Membandingkan antara rancangan awal 

RKPD dengan hasil analisis kebutuhan 

2.5 Penelaahan Usulan 
Program dan Kegiatan 

Masyarakat 

Hasil kajian terhadap program/ kegiatan 
yang diusulkan para masyarakat, dan 

pengumpulan informasi dari pengamatan 
lapangan 

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1 Telaahan Terhadap 
Kebijakan Nasional  

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan 
sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan 
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yang menyangkut arah kebijakan dan 
prioritas pembangunan nasional dan yang 

terkait dengan tugas pokok dan fungsi 
Perangkat Daerah 

3.2 Tujuan dan Sasaran 

Renja Perangkat Daerah 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan 

atas rumusan isu-isu penting 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 

Daerah yang dikaitkan dengan tujuan dan 
sasaran target kinerja Renstra Perangkat 
Daerah dan kinerja penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Pencapaian IKU dan 
IKD tahun direncanakan) 

3.3 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada tahun direncanakan 

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian 

kinerja beserta pagu indikatifnya 

BAB V PENUTUP 

Berisikan hal-hal penting lainnya dianggap perlu. Juga dicatumkan tanggal, 
nama Kepala Perangkat Daerah dan stempel 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1. Evaluasi  Pelaksanaan  Renja  Badan  Penanggulangan  Bencana  

Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah 

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 dan 
perkiraan capaian tahun 2025 mengacu pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan 
Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Dan selanjutnya capaian tersebut 

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan 
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-
tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 

tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil 
laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/ atau realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan 

kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui 
program/ kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target 
ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar 

evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui dari : 
1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi 

target kinerja program/ kegiatan; 
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

Perangkat Daerah; dan 
3. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-
PD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan pada Tahun 2024 dapat 
dilihat pada Tabel T-C.29 yang merupakan Rekapitulasi Evaluasi Hasil 

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan 
Tahun 2024, sebagai berikut : 
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TABEL T-C.29 
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2025 

Kabupaten Magetan 

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) 

Kode 

Urusan/ Bidang 

Urusan Pemerintah 

Daerah dan Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 
(outcomes)/ Kegiatan (output) 

 

(indicator sesuaikan renstra 

2024-2026) 

Target Kinerja 

Capaian 
Program 

(Renstra PD 

Tahun 2024 

s/d 

2026) 

Realisasi 

Target 
Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

Tahun 2023  

Target dan Relisasi Kinerja Program 

dan Kegiatan Tahun 2024 
Target 

Program 
dan 

Kegiatan 

Renja 

PD Tahun 

2025 

Perkiraan Realisasi 

Capaian 

Target Renstra Program/ 

Kegiatan PD s/d Tahun 

2025 

Target Renja 

PD Tahun 
2024 

Realisasi 

Renja 

PD Tahun 

2024 

Tingkat 

Realisasi 
(%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 
Kegiatan s/d 

Tahun 2025 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 
Target 

Renstra (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 

1.05 Urusan Pemerintah 

Bidang Ketentraman dan 
Ketertiban Umum serta 

Perlindungan 

Masyarakat 

         

1.05.01 Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Kepuasan ASN BPBD terhadap 

Layanan Kesekretariatan 

BPBD 

 

82 Angka 0 81 Angka 82,67 102,06% 81 Angka 82,59  

1.05.01.2.01 Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 

perencanaan, penganggaran 

dan capaian kinerja perangkat 

daerah yang tersusun tepat 
waktu 

24 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 
8 

Dokumen 
100 % 

8 

Dokumen 
8 Dokumen 100 % 

1.05.01.2.01.

01 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 12 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 
4 

Dokumen 
100 % 

4 

Dokumen 
4 Dokumen 100 % 

1.05.01.2.01.

07 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 
12 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 

4 

Dokumen 
100 % 

4 

Dokumen 
4 Dokumen 100 % 

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Persentase Serapan Anggaran 

Perangkat Daerah 
99% 0 Dokumen 99% 82,38% 83,21% 99% 99% 100 % 

1.05.01.2.02.

01 

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

 

 

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 45 

Orang/Bulan 
0 Bulan 

332 

Orang/Bulan 

332 Orang 

/Bulan 
100 % 

15 

Orang/Bu

lan 

15 

Orang/Bulan 
100 % 
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1.05.01.2.02.

07 

Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

Triwulanan/ Semesteran 

SKPD 

Jumlah Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semestera

n SKPD dan Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semestera
n SKPD 

6 Laporan 0Dokumen 2 Laporan 2 Laporan 100 %    

1.05.01.2.05 Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi yang 
Mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan 

165 Orang 0 Orang 18 Orang 18 Orang 100 % 52 Orang 52 Orang 100 % 

1.05.01.2.05.
11 

Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

Jumlah aparatur yang 
mengikuti bimbingan teknis, 

pendidikan dan pelatihan serta 

workshop 

165 Orang 0 Orang 

 
55 Orang 

55 Orang 100 % 52 Orang 52 Orang 100 % 

1.05.01.2.06 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

Jumlah Penyediaan 

Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

36 Paket 0 Bulan 12 Paket 12 Paket 100 % 12 Paket 12 Paket 100 % 

1.05.01.2.06.

01 

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan 

Kantor 

Jumlah Paket Komponen 

Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

 

36 Paket 0 Bulan 12 Paket 12 Paket 100 % 12 Paket 12 Paket 100 % 

1.05.01.2.06.

02 

Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

36 Paket 0 Bulan 12 Paket 12 Paket 100 % 12 Paket 12 Paket 100 % 

1.05.01.2.06.

03 

Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah 

Tangga yang Disediakan 
36 Paket 0 Bulan 12 Paket 12 Paket 100 % 12 Paket 12 Paket 100 % 

1.05.01.2.06.

04 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 

Kantor yang Disediakan 
36 Paket 0 Bulan 12 Paket 12 Paket 100 % 12 Paket 12 Paket 100 % 

1.05.01.2.06.

05 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang 

Disediakan 

36 Paket 0 Bulan 12 Paket 12 Paket 100 % 12 Paket 12 Paket 100 % 

1.05.01.2.06.

06 

Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Jumlah Paket Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-

Undangan yang Disediakan 

36 Paket 0 Bulan 12 Paket 12 Paket 100 % 
12 

Dokumen 
12 Dokumen 100 % 

1.05.01.2.06.

09 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

36 Paket 0 Bulan 12 Paket 12 Paket 100 % 
12 

Laporan 
12 Laporan 100 % 

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

36 Laporan 0 Bulan 12 Laporan 
12 

Laporan 
100 % 

12 

Laporan 
12 Laporan 100 % 
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1.05.01.2.08.

02 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik yang Disediakan 
36 Laporan 0 Bulan 12 Laporan 12 Laporan 100 % 

12 

Laporan 
12 Laporan 100 % 

1.05.01.2.08.

03 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 

Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

36 Laporan 0 Bulan 12 Laporan 12 Laporan 100 % 
12 

Laporan 
12 Laporan 100 % 

1.05.01.2.08.
04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum Kantor 

yang Disediakan 

36 Laporan 0 Orang 12 Laporan 12 Laporan 88,89 % 
12 

Laporan 
12 Laporan 100 % 

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah 
yang Dipelihara 

21 Unit 0 Unit 7 Unit 7 Unit 100 % 7 Unit 7 Unit 100 % 

1.05.01.2.09.

01 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan yang Dipelihara dan 

Dibayarkan Pajaknya 
3 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100 % 1 Unit 1 Unit 100 % 

1.05.01.2.09.

02 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 
yang Dipelihara dan dibayarkan 

Pajak dan Perizinannya 
18 Unit 0 Unit 6 Unit 6 Unit 100 % 6 Unit 6 Unit 100 % 

1.05.01.2.09.

10 

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

3 Unit 0 Paket 1 Unit 1 Unit 100 % 1 Unit 1 Unit 100 % 

1.05.03 Program 

Penanggulangan 

Bencana 

Cakupan korban bencana yang 

tertangani 100 % 0 % 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Warga Negara yang 

Memperoleh Layanan 

Informasi Rawan Bencana 

1800 Orang 0 Dokumen 500 Orang 476 Orang 100 % 
500 

Orang 
500 Orang 100 % 

1.05.03.2.01.

01 

Penyusunan Kajian Risiko 

Bencana Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah Dokumen Kajian Risiko 

Bencana sampai dengan 

dinyatakan sah/legal 

3 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 
1 

Dokumen 
100 % 

1 

Dokumen 
1 Dokumen 100 % 

1.05.03.2.01.

02 

Sosialisasi, Komunikasi, 

Informasi dan Edukasi 

(KIE) Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota (Per 

Jumlah warga negara termasuk 

kelompok rentan di kawasan 

rawan bencana bencana 
Kabupaten/Kota yang 

1800 Orang 0 Orang 500 Orang 478 Orang 95,6% 
500 

Orang 
500 0rang 100 % 
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Jenis Bencana) memperoleh sosialisasi, 

komunikasi, informasi dan 

edukasi sesuai jenis ancaman 

bencana yang ada di kawasan 

tempat tinggalnya selama 1 
(satu) tahun 

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Jumlah Warga Negara dan 

Aparatur yang Memperoleh 
Layanan Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan terhadap 

Bencana 

1330 Orang 
0 Orang 

 

200 Orang 
200 Orang 

 

100% 
475 

Orang 
475 Orang 100 % 

1.05.03.2.02.

01 

Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/ Kota 

Jumlah dokumen Rencana 

Penanggulangan Bencana (RPB) 

Kabupaten/Kota sampai dengan 

dinyatakan sah/legal 

2 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 
0 

Dokumen 
- 

0 

Dokumen 
0 Dokumen 100 % 

1.05.03.2.02.

02 

Pelatihan Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 

Kabupaten/ Kota  

 

Jumlah Warga Negara dan 

Aparatur yang Mengikuti 

Pelatihan Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 

300 Orang 0 Orang 2 Kawasan 2 Kawasan 100 % 
2 

Kawasan 
2 Kawasan 100 % 

1.05.03.2.02.

03 

Pengendalian Operasi dan 

Penyediaan Sarana 

Prasarana Kesiapsiagaan 
Terhadap Bencana 

Kabupaten/ Kota  

Jumlah dokumen yang tersusun 

 0 Dokumen    - -  

1.05.03.2.02.
04 

Penyediaan Peralatan 
Perlindungan dan 

Kesiapsiagaan Terhadap 

Bencana 

Jumlah Peralatan Penyelamatan 
Diri bagi Individu Warga Negara, 

Keluarga, maupun Petugas 

sesuai dengan jenis ancaman 

bencana di kawasan tempat 

tinggalnya 

3 Unit     1 Unit 1 Unit 100 % 

1.05.03.2.02.

05 

Pengelolaan Risiko 

Bencana Kabupaten/ 

Kota 

Jumlah ketersediaan dan 

pengelolaan sistem peringatan 

dini bencana 

  0 Paket    - -  

1.05.03.2.02.

06 

Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan  

Jumlah Kawasan yang 

Ditingkatkan Kapasitasnya 

Dalam Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan Bencana 

9 Kawasan 0 Orang 2 Kawasan 2 Kawasan 100% 
2 

Kawasan 
2 Kawasan 100 % 

1.05.03.2.02.

07 

Penanganan 

Pascabencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah peserta pelatihan 

pengkajian, perhitungan 
kebutuhan pasca bencana serta  

pemulihan pasca bencana  

 0 Orang       

1.05.03.2.02. Pengembangan Kapasitas Jumlah personil TRC yang 190 Orang 0 Orang 50 Orang 50 Orang 100 % 55 Orang 55 Orang 100 % 
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08 Tim Reaksi Cepat (TRC) 

Bencana Kabupaten/ 

Kota  

Dikembangkan Kapasitas Teknis 

dan Manajerialnya 

1.05.03.2.02.

09 

Penyusunan Rencana 

Kontijensi 

Jumlah Dokumen Rencana 

Kontijensi yang Dilegalisasi 
3 Dokumen        

1.05.03.2.02.

10 

Gladi Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Jumlah Aparatur dan Warga 

Negara yang Mengikuti Gladi 

Kesiapsiagaan 

840 Orang 0 Orang    
280 

Orang 
280 Orang 100 % 

1.05.03.2.02.

11 

Penyusunan Rencana 

Penanggulangan 

Kedaruratan 

Jumlah Dokumen Rencana 

Penanggulangan Kedaruratan 

Bencana (RPKB) yang 

Dilegalisasi 

2 Dokumen        

1.05.03.2.03 Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

Jumlah Warga Negara yang 

Memperoleh Layanan 

Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

900 Orang 0 Kali 160 Orang 160 Orang 100 % 
160 

Orang 
160 Orang 100 % 

1.05.03.2.03.

02 

Respon Cepat Darurat 

Bencana Kabupaten/ 

Kota  

Jumlah Dokumen SK Penetapan 

Status Darurat Bencana dan 

SKPDB yang Ditetapkan Paling 
Lama 1x24 Jam berdasarkan 

Hasil Dokumen Laporan Kaji 

Cepat  

6 Dokumen 0 Orang 2 Dokumen 
2 

Dokumen 
100 % 

2 
Dokumen 

2 Dokumen 100 % 

1.05.03.2.03.

03 

Pencarian, Pertolongan 

dan Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/ 

Kota  

Jumlah Korban yang Berhasil 

Ditemukan, Ditolong, dan 

Dievakuasi Per Jenis Kejadian 

Bencana  

900 Orang 0 Orang 60 Orang 60 Orang 100 % 
60 

Orang 
60 Orang 100 % 

1.05.03.2.03.

04 

Penyediaan Logistik 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/ 
Kota  

Jumlah Korban Bencana yang 

Mendapatkan Distribusi Logistik 

Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

300 Orang 0 Bulan 100 Orang 100 Orang 100 % 
100 

Orang 
100 Orang 100 % 

1.05.03.2.03.

05 

Aktivasi Sistem Komando 

Penanganan Darurat 
Bencana 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 

Aktivasi Sistem Komando 
Penanganan Darurat Bencana 

Kabupaten/Kota 

6 Laporan  2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 2 Laporan 100 % 

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar 
Penanggulangan 

Bencana 

Jumlah Dokumen Pelaporan 
dan Kerjasama dan Kemitraan 

dalam Penanggulangan 

Bencana 

44 Dokumen 0 Dokumen 14 Dokumen 
14 

Dokumen 
100 % 

14 

Dokumen 
14 Dokumen 100 % 

1.05.03.2.04.

02 

Penguatan Kelembagaan 

Bencana Kabupaten/ 

Kota  

 

Jumlah sertifikasi pelaku 

penanggulangan bencana 
 0 Orang       
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1.05.03.2.04.

03 

Kerjasama Antar Lembaga 

dan Kemitraan dalam 

Penanggulangan Bencana 

Kabupaten/ Kota  

Jumlah Dokumen Kerja Sama 

antar Lembaga dan Kemitraan 

dalam Penanggulangan Bencana  
6 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 

1 

Dokumen 
100 % 

1 

Dokumen 
1 Dokumen 100 % 

1.05.03.2.04.

04 

Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Sistem 

Informasi Kebencanaaan 

Jumlah Data dan Informasi 

Kebencanaan yang tersedia 36 Dokumen  12 Dokumen 
12 

Dokumen 
100%    

1.05.03.2.04.

06 

Penyusunan Kajian 

Kebutuhan Pascabencana 

(JITUPASNA) dan 

Rencana Rehabilitasi dan 
Rekontruksi 

Pascabencana (R3P) 

Kab/Kota 

Jumlah Dokumen Penanganan 

Pascabencana Kabupaten/Kota 

Melalui Pengkajian Kebutuhan 

Pasca Bencana (JITU PASNA) 
Rencana Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pasca Bencana  

4 Dokumen 0 Orang 1 Dokumen 
1 

Dokumen 
100% 

1 

Dokumen 
1 Dokumen 100 % 
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Berdasarkan Tabel TC.29 diatas, secara garis besar tingkat capaian 
indikator program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Magetan di tahun 2024 dengan rata-rata 
capaian sebesar 100% (sangat berhasil), hal ini bisa dilihat dari hampir 

semua target capaian indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan 
semuanya memenuhi target yang ditetapkan. Ada tiga (3) target indikator 

sub kegiatan yang belum terpenuhi yaitu: 

1. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor: 

2. Sub kegiatan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan 

kesiapsiagaan; dan 

3. Sub kegiatan penanganan pascabencana Kabupaten/ Kota. 

 
Ketidak tercapaian target dari sub kegiatan penyediaan jasa 

pelayanan umum kantor dikarenakan tenaga non ASN mengundurkan 
diri/resign dari Badan Penangggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Magetan. Karena hal tersebut maka penyerapan anggaran tidak bisa 

maksimal 100%. Dan untuk 2 (dua) sub kegiatan lainnya ketidak 
tercapaian target dikarenakan adanya refocusing anggaran.  

Faktor-faktor yang mendukung tercapainya target kinerja antara 
lain: 

a. Pelaksanaan kegiatan penanganan bencana berjalan cukup cepat 
dan tepat karena didukung sumberdaya yang selalu siap dalam 
waktu 24 jam (non stop)/ tiap hari serta tersebarnya keberadaan 

anggota di masing-masing wilayah; 
b. Koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik, sehingga penanganan 

kejadian bencana antar wilayah/ kewenangan yang membutuhkan 
koordinasi berbagai pihak belum menemui kendala yang berarti; 

c. Kegiatan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kemampuan/ 
kompetensi pelaku penanggulangan bencana tetap berjalan secara 
terus-menerus dan mendasar pada jenjang keahlian yang harus 

dimiliki masing-masing pelaku penanggulangan bencana dengan 
tetap melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku selama masa 

pandemi; 
d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai sangat 

mendukung percepatan pelaksanaan penanganan bencana. 
 

Evaluasi pelaksanaan renja dimaksudkan untuk mengetahui 

mengetahui sejauh mana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten 
Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah 

direncanakan, serta faktor-faktor apa saja yang mendukung terpenuhinya 
target kinerja program/kegiatan dan hambatan/kendala yang 

menyebabkan target tidak tercapai. 
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Magetan merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan 
BPBD Kabupaten Magetan berdasarkan Indikator Capaian Kinerja Badan 

Penanggulangan.  

Indikator Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Magetan tahun 2024 adalah Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 
dengan target 0,67. 

Terkait dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang dilengkapi dengan Standar 
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan 

Bencana Daerah Kabupaten Kota (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 
tahun 2018) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelayanan yang diberikan oleh 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan sebagai berikut : 

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana yang meliputi : 

a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana; 
b. Penyusunan Kajian Risiko Bencana. 

 

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana meliputi : 

a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana; 
b. Pembuatan Rencana Kontijensi; 
c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi; 

d. Gladi kesiapsiagaan terhadap Bencana; 
e. Pengendalian Operasi dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 

f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap 
Bencana. 

 
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi yang meliputi : 

a. Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis; 

b. Respon Cepat Darurat Bencana; 
c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; 

d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana. 

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal diatas (Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2021), Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Magetan di tahun 2024 sebagian besar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tersebut secara berkelanjutan. Mulai dari kegiatan pelayanan informasi rawan 
bencana yang berhasil menjangkau masyarakat sebanyak 476 orang, 

pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan realisasi 
sebanyak 62 orang dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi dengan jumlah 

warga yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi sebanyak 262 
orang. 

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan dari Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Magetan secara detail dapat dilihat pada Tabel T-
C.30. berikut :
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Tabel T-C.30. 
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

BPBD Kabupaten Magetan 
 

No. Indikator 
SPM/ Standar 

Nasional 
IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 

Tahun 
2024 

Tahun 
2025  

Tahun 
2026 

Tahun 
2027  

Tahun 
2024 

Tahun 
2025 

Tahun 
2026 

Tahun 
2027 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 13 
1. Indeks Ketahanan 

Daerah (IKD) 
 Indeks 

Ketahanan 
Daerah 

0,66 0,67 0,68 0,66 0,67 - 0,68 0,66 Untuk Tahun 2024 – 2026 

Program Penanggulangan Bencana 

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : 

- Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota 

- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan 
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana, Sub Kegiatan : 

- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota 

- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana 
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota 

- Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota 

- Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

- Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/ Kota 
- Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 

Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban 
Bencana, Sub Kegiatan : 

- Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota 

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana 
Kabupaten/ Kota 

- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/ Kota 

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, 
Sub Kegiatan : 

Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota 
- Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam 

Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota 
- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 

2.  Pelayanan Informasi 
Rawan Bencana 

Persentase warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan 
informasi rawan 
bencana 

100 100 100 100 100 - 100  100 

3.  Pelayanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
terhadap Bencana 

Persentase warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan 
pencegahan dan 
kesiapsiagaan 
terhadap 
bencana 

100 100 100 100 100 - 100  100 

4  Pelayanan 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

Persentase warga 
negara yang 
memperoleh 
layanan 
penyelamatan 
dan evakuasi 
korban bencana 

100 100 100 100 100 - 100   100 
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2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan 
dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 
bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang ex. 
officio adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, 

merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. 

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan 

efisien;dan 
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, dan menyeluruh. 
 

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu : 
Faktor Lingkungan Internal 

a) Kekuatan 
1. Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah di Provinsi dan Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Pusat; 

2. Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya 
penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pos belanja tak terduga 

APBD Kabupaten Magetan; 
3. Tersedianya Tim Reaksi Cepat yang tersebar hampir di masing-masing 

wilayah mempercepat penyampaian informasi kebencanaan dan 

mempermudah koordinasi, pendataan kebutuhan serta langkah 
penanganan yang tepat saat terjadi bencana. 

b) Kelemahan 
1. Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana; 

2. Masih diperlukan peningkatan kualitas (cepat, tepat, efektif) terutama 
pada tahapan penanganan darurat bencana; 

3. Masih perlu ditingkatkan ketersediaan, kualitas dan kapasitas data, 

informasi, serta literasi kebencanaan yang terintegrasi; 
4. Masih diperlukannya peningkatan kinerja dan kapabilitas sumber daya 

aparatur dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
5. Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan kementerian/ 

lembaga/ pemerintah daerah/ perangkat daerah terkait. 
 

Faktor Lingkungan Eksternal 

a) Peluang 
1. Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
2. Tingginya tingkat kerelawanan sosial, kearifan lokal/ nilai-nilai gotong 

royong dan keterlibatan masyarakat dalam upaya penanganan bencana 
serta keberadaan desa tangguh bencana (Destana) dan relawan 
kebencanaan di beberapa wilayah; 

3. Besarnya peran media dalam penyebarluasan informasi dan edukasi 
kebencanaan; 
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4. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang 
kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi resiko-

resiko bencana; 
5. Adanya sinkronisasi kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana (antar perangkat daerah maupun antar wilayah); 
b) Ancaman 

1. Adanya potensi perubahan iklim global yang akan mempengaruhi 
frekuensi bencana di semua wilayah; 

2. Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana, baik yang berupa 

bencana alam maupun non alam; 
3. Masih adanya regulasi yang belum mendukung secara baik terhadap 

penyelenggaraan penanggulangan bencana; 
4. Adanya potensi kejadian bencana non alam seperti pandemi penyakit 

menular, seringkali menjadi ancaman dalam pemenuhan kebutuhan 
logistik dan peralatan pada penanganan darurat bencana. 

 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulanagan 
Bencana Daerah Kabupaten Magetan tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut diantaranya : 
1. Belum optimalnya sosialisasi dan koordinasi dengan masyarakat; 

2. Penanganan darurat belum maksimal dan terpadu; 
3. Belum   optimalnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana; 
4. Pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana belum 

maksimal; 
 

Permasalahan dan hambatan tersebut apabila tidak diselesaikan 
akan menjadi kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran daerah maupun 

pencapaian indikator yang lain. 
Isu berkaitan dengan masalah kebencanaan di Kabupaten 

Magetan pada saat ini, dan diperkirakan akan terus ada di masa depan, 

antara lain isu masalah kebencanaan dalam kaitan dengan : 
1. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam dan non alam, seperti 

bencana hidrometeorologi maupun bencana geologi , kegagalan teknologi 
dan wabah/epidemi penyakit, yang perlu menjadi perhatian serta tetap 

menjadi ancaman serius; 
2. Pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana dan belum 

menjadikan masalah bencana kedalam prioritas pembangunan; 

3. Belum optimalnya pendekatan pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, 
masyarakat, perguruan tinggi dan media) dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana; 
4. Pengembangan kapasitas baik sumber daya manusia maupun sarana dan 

prasarana, merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas. 
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2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Pada Tahun Anggaran 2026, tidak terdapat perbedaan antara 

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Hasil Analisis 
Kebutuhan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan 

Tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada RPD Kabupaten Magetan. 
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersebut, penanggulangan 

bencana belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Kabupaten Magetan. Atas 
dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Magetan 
terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD 

Kabupaten Magetan untuk tahun-tahun mendatang sesuai dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana 
disitu sudah mengakomodir Sub Urusan Bencana pada Urusan Pemerintah 

Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah. 

Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di Kabupaten Magetan, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan 

secara internal maupun ekternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan 
peralatan kebencanaan terutama alat berat dan penyiapan logistik dan 
peralatan perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan 

bencana. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah yang siap siaga bencana melalui pendidikan 

dan pelatihan baik dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara 

ekternal, penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan 

kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus melibatkan 
seluruh Perangkat Daerah terkait yang terlibat dalam penanggulangan 

bencana. 

Untuk Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat 

Daerah Tahun 2026 dapat dilihat dalam Tabel T-C.31 berikut : 
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Tabel T-C.31. 
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 

Kabupaten Magetan 
 

OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
 

 
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 

Penting No 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 
Program/ Kegiatan/ 

Sub Kegiatan 
Lokasi Indikator Kinerja 

Target 
Capaian 

Pagu Indikatif 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I. Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

 Kepuasan ASN 

BPBD terhadap 

Layanan 

Kesekretariatan 
BPBD 

82,59 Angka 3.430.089.962 Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/Kota 

 Indeks Kepuasan 

Layanan 

Kesekretariatan 

BPBD 
 

Persentase 

Capaian Kinerja 

dan Anggaran 

BPBD 

82,98 

Indeks 

 

 
 

 

90% 

3.829.910.89

2 

Terdapat 

perbedaan 
indikator 
dikarenakan 
RKPD 
ditetapkan 

lebih dahulu 
sebelum 
Renstra 
ditetapkan 

I.1 Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

yang Disusun 

Tepat Waktu 

8 Dokumen 17.000.000 Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

 Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

yang Disusun 

Tepat Waktu 

13 Dokumen 9.166.500 Terdapat 
perbedaan 

indikator 
dikarenakan 
RKPD 
ditetapkan 
lebih dahulu 

sebelum 
Renstra 
ditetapkan 

1. Penyusunan Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Kab. 

Magetan 

Jumlah dokumen 

perencanaaan 

perangkat daerah  

4 Dokumen 9.000.000 Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Kab. 

Magetan 

Jumlah dokumen 

perencanaaan 

perangkat daerah 

8 Dokumen 5.386.500 Terdapat 

perbedaan 
indikator 
dikarenakan 
RKPD 

ditetapkan 
lebih dahulu 
sebelum 
Renstra 
ditetapkan 

2. Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Kab. 

Magetan 

Jumlah dokumen 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah  

4 Dokumen 8.000.000 

 

 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Kab. 

Magetan 

Jumlah dokumen 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 
yang tersusun  

5 Laporan 3.780.000 

 

Terdapat 
perbedaan 

indikator 
dikarenakan 
RKPD 
ditetapkan 
lebih dahulu 

sebelum 
Renstra 
ditetapkan 
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I.2 Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

 Persentase 

Serapan Anggaran 

Perangkat Daerah  

99 % 2.476.059.412 Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah 

 Persentase 

Serapan Anggaran 

Perangkat Daerah 

99 % 3.169.169.09

2 

 

1. Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

392 

Orang/Bulan 

2.466.059.412 Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Orang yang 

Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

392 

Orang/Bulan 

3.167.089.09

2 

 

2 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Laporan 

Keuangan 
Bulanan/Triwulana

n/Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulana

n/Semesteran 

SKPD 

2 Laporan 10.000.000 Koordinasi dan 

Penyusunan Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan

/ Semesteran SKPD 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Laporan 

Keuangan 
Bulanan/Triwulana

n/Semesteran 

SKPD dan Laporan 

Koordinasi 

Penyusunan 

Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulana

n/Semesteran 

SKPD 

2 Laporan 2.080.000 - 

I.3 Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

 Jumlah Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

56 Orang 120.560.550 Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

 Jumlah Pegawai 

Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi 

yang Mengikuti 

Pendidikan dan 
Pelatihan 

56 Orang 67.700.000  

1. Bimbingan Teknis 

Implementasi 
Peraturan Perundang-

Undangan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Orang yang 

Mengikuti 
Bimbingan Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

Undangan  

56 0rang 120.560.550 Bimbingan Teknis 

Implementasi 
Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah aparatur 

yang mengikuti 
bimbingan teknis, 

pendidikan dan 

pelatihan serta 

workshop 

56 0rang 67.700.000  

I.4 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

 Jumlah 

Penyediaan 

Administrasi 
Umum Perangkat 

Daerah 

12 Paket 312.320.000 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

 Jumlah 

Penyediaan 

Administrasi 
Umum Perangkat 

Daerah 

12 Paket 176.615.300  

1. Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan 

Kantor 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Dissediakan 

12 Paket 10.000.000 Penyediaan 
Komponen Instalasi 

Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

yang Dissediakan 

12 Paket 6.263.900  
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2. Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

12 Paket       137.000.000 Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 

Kantor 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Paket 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 

Disediakan 

12 Paket 59.742.100  

3. Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 
Disediakan  

12 Paket 14.000.000 Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 

Tangga yang 
Disediakan 

12 Paket 8.681.800  

4. Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 
Kantor yang 

Disediakan 

12 Paket 26.000.000 Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Paket 

Bahan Logistik 
Kantor yang 

Disediakan 

12 Paket 17.842.000  

5. Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan 

12 Paket 18.000.000 Penyediaan Barang 
Cetakan dan 

Penggandaan 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

yang Disediakan 

12 Paket 14.265.500  

6. Penyediaan Bahan 

Bacaan dan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 
Disediakan 

12 Dokumen 7.320.000 Penyediaan Bahan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

Undangan yang 
Disediakan 

12 Dokumen 7.320.000  

7. Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

12 Laporan 100.000.000 Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

12 Laporan 62.500.000  

I.5 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

12 Laporan 265.300.000 Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

 Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

12 Laporan 254.110.000  

1. Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan 

 

12 Laporan 60.000.000 Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik yang 

Disediakan 

 

12 Laporan 60.000.000  
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2. Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 
Disediakan 

 

12 Laporan 35.500.000 Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor yang 
Disediakan 

 

12 Laporan 24.310.000  

3. Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan 

 

12 Laporan 169.800.000 Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang 

Disediakan  

12 Laporan 169.800.000  

I.6 Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

 Jumlah Barang 

Milik Daerah yang 

Dipelihara 

7 Unit 238.850.000 Jumlah Barang 

Milik Daerah yang 

Dipelihara 

 Jumlah Barang 

Milik Daerah yang 

Dipelihara 

7 Unit 153.150.000  

1. Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 

Perorangan atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Pajaknya 

1 Unit 38.600.000 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 

Perorangan atau 

Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Kendaraan 

Perorangan Dinas 

atau Kendaraan 
Dinas Jabatan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan 

Pajaknya 

1 Unit 24.900.000  

2. Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 
Pajak dan 

Perizinannya 

6 Unit 100.000.000 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Kendaraan 

Dinas Operasional 

atau Lapangan 

yang Dipelihara 

dan dibayarkan 
Pajak dan 

Perizinannya 

6 Unit 71.500.000  

3. Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana Gedung 

Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhab
ilitasi 

1 Unit 100.250.000 Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhab
ilitasi 

1 Unit 56.750.000  

II Program 

Penanggulangan 

Bencana 

 Cakupan korban 

bencana yang 

tertangani 

100 % 1.390.198.550 Program 

Penanggulangan 

Bencana 

 Cakupan korban 

bencana yang 

tertangani 

100 % 1.163.791.50

0 
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II.1 Pelayanan Informasi 

Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota 

 Jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh 

Layanan Informasi 

Rawan Bencana 

400 Orang 400.300.000 Pelayanan 

Informasi Rawan 

Bencana 

Kabupaten/Kota 

 Jumlah Warga 

Negara yang 

memperoleh 

Layanan Informasi 

Rawan Bencana 

400 Orang 306.300.000  

1. Penyusunan Kajian 

Risiko Bencana 

Kabupaten/ Kota 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Dokumen 

Kajian Risiko 

Bencana yang 
Dilegalisasi 

1 Dokumen 300.300.000 Penyusunan Kajian 

Risiko Bencana 

Kabupaten/ Kota 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Dokumen 

Kajian Risiko 

Bencana yang 
Dilegalisasi 

2 Dokumen 250.300.000 Terdapat 
perbedaan 

indikator 
dikarenakan 
RKPD 
ditetapkan 
lebih dahulu 

sebelum 
Renstra 
ditetapkan 

2 Sosialisasi, 
Komunikasi, Informasi 

dan Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 

Kabupaten/Kota (Per 

Jenis Bencana) 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 

Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

(Per Jenis Bencana) 

Secara Tatap Muka 

Kepada Penduduk 

yang Tinggal di 
Daerah Rawan 

Bencana Sesuai 

Jenis Ancaman 

yang Ada di 

Kawasan Tempat 

Tinggalnya 

400 Orang 100.000.000 Sosialisasi, 
Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) Rawan 

Bencana 

Kabupaten/Kota (Per 

Jenis Bencana) 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Orang yang 
Mendapatkan 

Sosialisasi, 

Komunikasi, 

Informasi dan 

Edukasi (KIE) 

Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 

(Per Jenis Bencana) 

Secara Tatap Muka 

Kepada Penduduk 

yang Tinggal di 
Daerah Rawan 

Bencana Sesuai 

Jenis Ancaman 

yang Ada di 

Kawasan Tempat 

Tinggalnya 

400 Orang 56.000.000  

II.2 Pelayanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

 Jumlah Warga 

Negara dan 

Aparatur yang 
Memperoleh 

Layanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

250 Orang 358.065.650 Pelayanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

 Jumlah Warga 

Negara dan 

Aparatur yang 
Memperoleh 

Layanan 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

terhadap Bencana 

250 Orang 226.940.800  

1. Pelatihan Pencegahan 

dan Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota 

Kab. 

Magetan 
Jumlah warga 

negara termasuk 

kelompok rentan di 
kawasan rawan 

2 Kawasan 100.000.000 Pelatihan 

Pencegahan dan 

Mitigasi Bencana 

Kabupaten/Kota 

Kab. 

Magetan 
Jumlah warga 

negara termasuk 

kelompok rentan di 
kawasan rawan 

2 Kawasan 58.000.000  
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bencana 

Kabupaten/Kota 

yang mengikuti 

pelatihan 

pencegahan dan 

mitigasi bencana 

bencana 

Kabupaten/Kota 

yang mengikuti 

pelatihan 

pencegahan dan 

mitigasi bencana 

2. Penyediaan Peralatan 

Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Peralatan 

Penyelamatan Diri 
Bagi Individu 

Warga Negara, 

Keluarga, maupun 

Petugas 

1 Unit 67.513.150 Penyediaan Peralatan 

Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Peralatan 

Penyelamatan Diri 
Bagi Individu 

Warga Negara, 

Keluarga, maupun 

Petugas 

1 Unit 46.608.900  

3. Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Kawasan 

yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

Dalam Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 

Bencana 

2 Kawasan 100.000.000 Penguatan Kapasitas 

Kawasan untuk 

Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Kawasan 

yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 

Dalam Pencegahan 
dan Kesiapsiagaan 

Bencana 

2 Kawasan 55.000.000  

4. Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi 

Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/ Kota 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Personil 
TRC yang 

Dikembangkan 

Kapasitas Teknis 

dan Manajerialnya 

50 Orang 90.552.500 Pengembangan 
Kapasitas Tim Reaksi 

Cepat (TRC) Bencana 

Kabupaten/ Kota 

Kab. 
Magetan 

Jumlah Personil 
TRC yang 

Dikembangkan 

Kapasitas Teknis 

dan Manajerialnya 

50 Orang 67.331.900  

II.3 Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

 Jumlah Warga 

Negara yang 

Memperoleh 

Layanan 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 

160 Orang 227.791.900 Pelayanan 

Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana 

 Jumlah Warga 

Negara yang 

Memperoleh 

Layanan 

Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 

160 Orang 143.387.700  

1. Respon Cepat Darurat 

Bencana Kabupaten/ 

Kota  

Kab. 

Magetan 

Jumlah Dokumen 

SK Penetapan 

Status Darurat 

Bencana dan 

SKPDB yang 

Ditetapkan Paling 
Lama 1x24 Jam 

berdasarkan Hasil 

Dokumen Laporan 

Kaji Cepat 

2 Dokumen 
 

90.758.000 Respon Cepat 

Darurat Bencana 

Kabupaten/ Kota  

Kab. 

Magetan 

Jumlah Dokumen 

SK Penetapan 

Status Darurat 

Bencana dan 

SKPDB yang 

Ditetapkan Paling 
Lama 1x24 Jam 

berdasarkan Hasil 

Dokumen Laporan 

Kaji Cepat 

2 Dokumen 
 

67.634.400  
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2. Pencarian, Pertolongan 

dan Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/ 

Kota  

Kab. 

Magetan 

Jumlah Korban yang 
Berhasil Ditemukan, 
Ditolong, dan 
Dievakuasi Per Jenis 

Kejadian Bencana 

60 Orang 24.997.500 Pencarian, Pertolongan 
dan Evakuasi Korban 
Bencana Kabupaten/ 
Kota  

Kab. 
Magetan 

Jumlah Korban yang 
Berhasil Ditemukan, 
Ditolong, dan 
Dievakuasi Per Jenis 

Kejadian Bencana 

60 Orang 20.040.000  

3. Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 

Evakuasi Korban 

Bencana Kabupaten/ 

Kota  

Kab. 
Magetan 

Jumlah Korban 
Bencana yang 
Mendapatkan 
Distribusi Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

100 Orang 61.896.900 Penyediaan Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana Kabupaten/ 
Kota  

Kab. 
Magetan 

Jumlah Korban 
Bencana yang 
Mendapatkan 
Distribusi Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 

100 Orang 24.039.500  

4. Aktivasi Sistem 

Komando Penanganan 
Darurat Bencana 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan Aktivasi 
Sistem Komando 
Penanganan Darurat 
Bencana 

2 Laporan 50.139.500 Aktivasi Sistem 

Komando Penanganan 
Darurat Bencana 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan Aktivasi 
Sistem Komando 
Penanganan Darurat 
Bencana 

2 Laporan 31.673.800  

II.4 Penataan Sistem 

Dasar 

Penanggulangan 

Bencana 

 Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan 
Kerjasama dan 
Kemitraan dalam 

Penanggulangan 
Bencana 

14 Dokumen    404.041.000 Penataan Sistem 
Dasar Penanggulangan 
Bencana 

 Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan 
Kerjasama dan 
Kemitraan dalam 

Penanggulangan 
Bencana 

14 Dokumen    487.163.000  

1. Kerjasama Antar 

Lembaga dan 

Kemitraan dalam 

Penanggulangan 

Bencana Kabupaten/ 
Kota  

Kab. 

Magetan 

Jumlah Dokumen 
Kerja Sama Antar 
Lembaga dan 
Kemitraan Dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

 1 Dokumen 80.000.000 Kerjasama Antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana Kabupaten/ 
Kota  

Kab. 
Magetan 

Jumlah Dokumen 
Kerja Sama Antar 
Lembaga dan 
Kemitraan Dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

 1 Dokumen 22.000.000  

2. Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Sistem 
Informasi 

Kebencanaaan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Data dan 

Informasi 
Kebencanaan 

12 Dokumen 54.041.000 Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Sistem 
Informasi 
Kebencanaaan 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Data dan 

Informasi 
Kebencanaan 

12 Dokumen 20.471.000  

3. Bimbingan Teknis 

Pasca Bencana 

Kabupaten/Kota 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Aparatur 
BPBD 
Kabupaten/Kota dan 
lintas perangkat 
daerah 
Kabupaten/Kota yang 
memiliki kemampuan 
teknis dalam 
menyusun dokumen 
Pengkajian 
Kebutuhan 

Pascabencana 
(JITUPASNA) dan 
Rencana Rehabilitasi 

- 0 Bimbingan Teknis 

Pasca Bencana 

Kabupaten/Kota 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Aparatur 
BPBD 
Kabupaten/Kota dan 
lintas perangkat 
daerah 
Kabupaten/Kota yang 
memiliki kemampuan 
teknis dalam 
menyusun dokumen 
Pengkajian 
Kebutuhan 

Pascabencana 
(JITUPASNA) dan 
Rencana Rehabilitasi 

100 Orang 96.245.300 Terdapat 
perbedaan 
indikator 
dikarenakan 

RKPD 
ditetapkan 
lebih dahulu 
sebelum 
Renstra 

ditetapkan 
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dan Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 

dan Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 

4. Koordinasi 

Penanganan 

Pascabencana 

Kabupaten/Kota 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Penyelesaian 

kegiatan 
pascabencana di 
semua sektor sesuai 
berdasarkan Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kabupaten/Kota yang 

dilegalkan 

- 0 Koordinasi 

Penanganan 

Pascabencana 

Kabupaten/Kota 

Kab. 

Magetan 

Jumlah Penyelesaian 

kegiatan 
pascabencana di 
semua sektor sesuai 
berdasarkan Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 
Kabupaten/Kota yang 

dilegalkan 

6 Kegiatan 78.446.700 Terdapat 

perbedaan 
indikator 
dikarenakan 
RKPD 

ditetapkan 
lebih dahulu 
sebelum 
Renstra 
ditetapkan 

5. Penyusunan Kajian 

Kebutuhan 

Pascabencana 

(JITUPASNA) dan 

Rencana Rehabilitasi 
dan Rekontruksi 

Pascabencana (R3P) 

Kab/Kota 

Kab. 

Magetan 

Jumlah penyelesaian 
dokumen Pengkajian 
Kebutuhan 
Pascabencana dan 
Rencana Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 

Provinsi sampai 
dengan dinyatakan 
sah dan legal paling 
lama dalam 1 (satu) 
tahun 

1 Dokumen 270.000.000 Penanganan 

Pascabencana 

Kabupaten/Kota 

Kab. 

Magetan 

Jumlah penyelesaian 
dokumen Pengkajian 
Kebutuhan 
Pascabencana dan 
Rencana Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi 
Pascabencana (R3P) 

Provinsi sampai 
dengan dinyatakan 
sah dan legal paling 
lama dalam 1 (satu) 
tahun 

1 Dokumen 27.000.000  

TOTAL 4.820.288.512 TOTAL 4.993.702.392 
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2.5  Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan 
deskripsi hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para 

pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung 
dengan pelayanan, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan 
tinggi maupun dari Perangkat Daerah terkait yang langsung ditujukan kepada 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan maupun 
berdasarkan hasil pengumpulan informasi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten Magetan dari penelitian lapangan dan pengamatan 
pelaksanaan Musrenbang kabupaten yang dikaitkan dengan isu-isu penting 

penyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. 

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan 
masyarakat serta hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) 

tahun 2026 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Magetan tidak ada yang mengusulkan dalam bentuk program/ kegiatan. 

Untuk Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat 
dapat dilihat pada Tabel T-C.32. berikut : 
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Tabel T-C.32. 

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat dan Para Pemangku Kepentingan 
Tahun 2026 

 
 

OPD : BPBD KABUPATEN MAGETAN 

No. Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

   N I H I L 
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BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional  

Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana (BNPB) pada Renas PB 2025-2029 mencakup : 

1. Penguatan Kerangka Regulasi untuk Mewujudkan Sistem Penanggulangan 
Bencana yang Efisien dan Efektif; 

2. Penguatan Kelembagaan, Pendanaan, dan Peningkatan Kolaborasi Multi-
Pihak dalam Penanggulangan Bencana; 

3. Penguatan Investasi Pengelolaan Risiko Bencana; 
4. Peningkatan Ketangguhan Masyarakat dan Lembaga Usaha dalam 

Menghadapi Bencana; 

5. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas dalam Kesiapsiagaan dan 
Penanganan Kedaruratan; 

6. Peningkatan Kualitas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. 
 

Sedangkan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Provinsi Jawa Timur yaitu : 
1. Mendorong partisipasi pemangku kepentingan dalam mitigasi, pencegahan 

dan kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana; 
2. Meningkatkan sekaligus memantapkan mekanisme komando, koordinasi 

dan komunikasi antara jaringan relawan/kelompok organisasi 
kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia dan masyarakat (multi 

hex) dalam upaya penanganan kedaruratan bencana; 
3. Pemulihan kawasan terdampak pasca bencana yang lebih baik, lebih aman 

dan berkelanjutan dengan meningkatkan sinergitas implementasi tahapan 
rehabilitasi dan rekonstruksi dengan kegiatan penanggulangan bencana 
lainnya. 

Pelaksanaan tugas dan fungsinya maka Rencana Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan tahun 2026 ini disusun 

dengan memperhatikan arah kebijakan nasional bidang penanggulangan 
bencana dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Provinsi Jawa Timur 

serta mengacu pada prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Magetan Tahun 2026. 

 

 
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tujuan dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah, “Menurunkan Tingkat 

Risiko Bencana”. Dengan mendorong partisipasi pemangku kepentingan dan 
seluruh lapisan masyarakat dalam mitigasi, pencegahan serta kesiapsiagaan 
untuk pengurangan risiko bencana. Meningkatkan sekaligus memantapkan 

mekanisme komando, koordinasi dan komunikasi antar jaringan relawan/ 
kelompok organisasi kemanusiaan baik dari unsur pemerintah, dunia usaha 

dan masyarakat dalam upaya menyelamatkan kelangsungan hidup manusia. 
Meningkatkan sinergitas implementasi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi 

dalam kegiatan penanggulangan bencana. Adapun sasaranya adalah 
“Meningkatnya kapasitas daerah dalam menghadapi bencana dan 
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik pada 

BPBD”.  
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Tabel 3.2.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten Magetan 

 

No Tujuan Sasaran Indikator 
Target 

2026 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  1 Menurunkan 
Risiko 

Bencana  

 Indeks Risiko Bencana 
(IRB) 

96,85 

 Meningkatnya 
Ketangguhan 

Masyarakat 
dalam 
Menghadapi 

Bencana 

Indeks Ketahanan 
Daerah (IKD) 

0,65 

Meningkatnya 
Akuntabilitas 

dan Kualitas 
Pelayanan 
Publik pada 

BPBD   

Nilai SAKIP BPBD 
 

93,7 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat pada BPBD 

82,98 

 
Menurunkan risiko bencana bisa diukur melalui indikator yang 

ditetapkan dalam Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Magetan tahun 2026 berupa Indeks Risiko Bencana (IRB) dan 

Indeks Ketahanan Daerah (IKD). 
 
 

3.3. Program dan Kegiatan 

Program/ kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana 

kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan 
sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan 

berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait 
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam 

pembangunan daerah. 
Faktor –faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan 

rumusan program dan kegiatan adalah pencapaian SPM dalam urusan 
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sub urusan 

kebencanaan dan pencapaian indikator tujuan Indeks Ketahanan Daerah 
(IKD). 

 Untuk Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kabupaten Magetan merencanakan/ merumuskan 1 (satu) Program, 4 (empat) 
Kegiatan, yaitu :. 

1. Program Penanggulangan Bencana : 
a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota; 

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 
c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; 
d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana. 

Program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Magetan Tahun 2026 lebih mengedepankan pada peningkatan 

kapasitas sumber daya baik aparatur maupun pelaku penanggulangan 
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bencana dan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun 
nonformal serta kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi. Selain itu 

dukungan operasional dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanggulangan 
bencana menjadi bagian yang sangat penting yang tidak bisa dipisahkan 

dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana. Program kegiatan disusun 
berdasarkan tagging tematik Kabupaten Magetan tahun 2026. Dalam tematik 

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berperan serta dalam meningkatkan 
kapasitas dalam menghadapi bencana Kabupaten Magetan.  

• Tematik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 

SASARAN 
STRATEGIS 

INDIKATOR 
CROSS CUTTING 

KINERJA 
RENCANA 
AKSI OPD 

OUTPUT 

KODE SUB KEGIATAN 
JUMLAH 

ANGGARAN 
2026 TARGET SATUAN 

Berkurangnya 
Tingkat Resiko 
Bencana 

Indeks 
Resiko 
Bencana 

Meningkatnya 
Kapasitas dalam 
Menghadapi 
Bencana 

Pelatihan 
Pencegahan 
dan Mitigasi 
Bencana  

2 Kawasan 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 
Kabupaten/Kota 

54.625.000 

Pembentukan 
Desa Tangguh 
Bencana 
(Destana) 

2 Kawasan 1.05.03.2.02.0020 Penguatan 
Kapasitas 
Kawasan untuk 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Bencana 

77.150.000 

Menyusun 
dokumen 
indeks 
ketahanan 
daerah 

1 dokumen 1.05.03.2.01.0008 Penyusunan 
Kajian Risiko 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

60.000.000 

Melaksanakan 
sosialisasi, 
komunikasi, 
informasi dan 
edukasi 
rawan 
bencana 

500 orang 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Per Jenis 
Ancaman 
Bencana) 

88.250.000 

Penyediaan 
sarana dan 
prasarana 
kebencanaan 

1 unit 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan 
Peralatan 
Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 

15.000.000 

 

• Cascading 

Cascading digunakan sebagai metode untuk menyebarkan dan 

menghubungkan tujuan strategis yang terdefinisi dalam pohon kinerja ke 

tingkat yang lebih rendah dalam perangkat daerah. Cascading Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut : 
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• Croscutting 

 

 

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dari 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan dapat dilihat 
pada Tabel 3.3 berikut : 
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Tabel  T-C.3.3 
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan 
 

KODE PROGRAM DAN 
KEGIATAN 

Program dan 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Program / 
Kegiatan 

Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) 

Catatan Penting 

Prakiraan Maju Rencana 
Tahun 2027 

Output Outcome Lokasi 
Target Capaian 

Kinerja 

 Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif  

Sumber 

Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0

5 

0

1 

   Program 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 

Daerah 
Kabupaten/ Kota 

  Indeks 

Kepuasan 
Layanan 
Kesekretariatan 

BPBD 
 
Persentase 
Capaian Kinerja 

dan Anggaran 

BPBD 

 82,98 Indeks 

 
 
 

 
 

         90% 

3.829.910.892  3.821.627.202 82,70 

Indeks 

3.334.000.000 

1 0
5 

0
1 

2 0
1 

 Perencanaan, 
Penganggaran, 
dan Evaluasi 
Kinerja 
Perangkat 
Daerah 

 Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran 
dan Evaluasi 
Kinerja 

Perangkat 

Daerah yang 
Disusun Tepat 
Waktu 

Kabupaten 
Magetan 

13 Dokumen 9.166.500 APBD 17.000.000 8 
Dokumen 

19.000.000 

1 0
5 

01 2 01 00
01 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan, 
Penganggaran 
dan Evaluasi 

Kinerja 
Perangkat 
Daerah yang 
Disusun Tepat 
Waktu 

Kabupaten 
Magetan 

8  Dokumen 5.386.500 APBD 9.000.000 4 
Dokumen 

10.000.000 

1 0
5 

01 2 01 00
07 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan, 

Penganggaran 
dan Evaluasi 
Kinerja 

Kabupaten 
Magetan 

5 Laporan 3.780.000 APBD 8.000.000 4 
Dokumen 

9.000.000 
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Perangkat 
Daerah yang 
Disusun Tepat 
Waktu 

1 0
5 

0
1 

2 0
2 

 Administrasi 
Keuangan 

Perangkat 
Daerah 

 Persentase 
Serapan 

Anggaran 
Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 
Magetan 

99% 3.169.169.092 APBD 2.461.459.412 2 
Dokumen 

2.511.000.000 

1 0
5 

01 2 02 00
01 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang 
yang Menerima 
Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Persentase 
Serapan 
Anggaran 

Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 
Magetan 

406 
Orang/Bulan 

3.167.089.092 APBD 2.461.459.412 406 
Orang/B

ulan 

2.500.000.000 

1 0
5 

01 2 02 00
07 

Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran 
SKPD dan 
Laporan 

Koordinasi 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulan
an/Semesteran 
SKPD 

Persentase 
Serapan 
Anggaran 
Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 
Magetan 

2 Laporan 2.080.000 APBD - 2 Laporan 11.000.000 

1 0

5 

0

1 

2 0

5 

 Administrasi 

Kepegawaian 
Perangkat 

Daerah 

 Jumlah Pegawai 

yang Menerima 
Pelayanan 

Kepegawaian 
sesuai Prosedur 

Kabupaten 

Magetan 

57 Orang 67.700.000 APBD 73.000.000 51 Orang 80.000.000 

1 0
5 

01 2 05 00
11 

Bimbingan Teknis 
Implementasi 

Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Orang 
yang Mengikuti 

Bimbingan Teknis 
Implementasi 
Peraturan 

Perundang-
Undangan 

Jumlah Pegawai 
yang Menerima 

Pelayanan 
Kepegawaian 
sesuai Prosedur 

Kabupaten 
Magetan 

57 Orang             67.700.000 APBD 73.000.000 51 Orang 80.000.000 

1 0
5 

0
1 

2 0
6 

 Administrasi 
Umum Perangkat 
Daerah 

 Jumlah 
Penyediaan 
Administrasi 

Umum 
Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 
Magetan 

12 Paket 176.615.300 APBD 227.942.750 12 Paket 245.000.000 

1 0
5 

01 2 06 00
01 

Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/ Penerangan 

Jumlah Paket 
Komponen 
Instalasi 

Jumlah 
Penyediaan 
Administrasi 

Kabupaten 
Magetan 

12 Paket 6.263.900 APBD 9.500.000 12 Paket 10.000.000 
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Bangunan Kantor Listrik/Peneranga
n Bangunan 
Kantor yang 
Disediakan 

Umum 
Perangkat 
Daerah 

1 0
5 

01 2 06 00
02 

Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah 
Penyediaan 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 
Magetan 

12 Paket 59.742.100  APBD 56.122.750 12 Paket 65.000.000 

1 0

5 

01 2 06 00

03 

Penyediaan 

Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket 

Peralatan Rumah 
Tangga yang 
Disediakan 

Jumlah 

Penyediaan 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 

Magetan 

12 Paket 8.681.800 APBD 12.000.000 12 Paket 13.000.000 

1 0
5 

01 2 06 00
04 

Penyediaan 
Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket 
Bahan Logistik 
Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah 
Penyediaan 
Administrasi 
Umum 

Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 
Magetan 

12 Paket 17.842.000 APBD 26.000.000 12 Paket 26.500.000 

1 0
5 

01 2 06 00
05 

Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
yang Disediakan 

Jumlah 
Penyediaan 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 
Magetan 

12 Paket 14.265.500 APBD 17.000.000 12 Paket 17.500.000 

1 0

5 

01 2 06 00

06 

Penyediaan 

Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
Undangan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan 
dan Peraturan 
Perundang-
Undangan yang 
Disediakan 

Jumlah 

Penyediaan 
Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 

Magetan 

12 Dokumen 7.320.000 APBD 7.320.000 12 

Dokumen 

8.000.000 

1 0
5 

01 2 06 00
09 

Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

Jumlah 
Penyediaan 

Administrasi 
Umum 
Perangkat 
Daerah 

Kabupaten 
Magetan 

12 Laporan 62.500.000 APBD 100.000.000 12 
Laporan 

105.000.000 

1 0

5 

0

1 

2 0

8 

 Penyediaan Jasa 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 Jumlah 

Laporan 
Pelaksanaan 
Penyediaan 
Jasa Penunjang 

Urusan 
Pemerintahan 

Kabupaten 

Magetan 

12 Bulan 254.110.000 APBD 787.225.040 12 Bulan 268.000.000 
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Daerah 

1 0
5 

01 2 08 00
02 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik yang 
Disediakan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

Kabupaten 
Magetan 

12 Laporan               60.000.000 APBD 52.500.000 12 
Laporan 

61.000.000 

1 0

5 

01 2 08 00

03 

Penyediaan Jasa 

Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan 
Kantor yang 
Disediakan  

Jumlah Laporan 

Pelaksanaan 
Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah  

Kabupaten 

Magetan 

12 Laporan 24.310.000 APBD 35.000.000 12 

Laporan 

36.000.000 

1 0
5 

01 2 08 00
04 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 

Penyediaan Jasa 
Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

Kabupaten 
Magetan 

12 Laporan 169.800.000 APBD 699.725.040 12 
Laporan 

171.000.000 

1 0
5 

0
1 

2 0
9 

 Pemeliharaan 
Barang Milik 
Daerah 

Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah 

 Jumlah Barang 
Milik Daerah 
yang Dipelihara 

Kabupaten 
Magetan 

6 Unit 153.150.000 APBD 225.000.000 6 Unit 211.000.000 

1 0

5 

0

1 

2 0

9 

00

01 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 

Perorangan atau 
Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah 

Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

yang Dipelihara 
dan dibayarkan 
Pajaknya 

Jumlah Barang 

Milik Daerah 
yang Dipelihara 

Kabupaten 

Magetan 

1 Unit 24.900.000 APBD 30.000.000 1 Unit 36.000.000 

1 0
5 

01 2 09 00
02 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 
Perizinan 

Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah 
Kendaraan  Dinas 
Operasioanal atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Jumlah Barang 
Milik Daerah 
yang Dipelihara 

Kabupaten 
Magetan 

6 Unit 71.500.000 APBD 90.000.000 6 Unit 100.000.000 
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1 0
5 

01 2 09 00
10 

Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 
Sarana dan 
Prasarana 

Gedung Kantor 
dan Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Sarana 
dan Prasarana 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 

Lainnya yang 
Dipelihara/ 
Direhabilitasi 

Jumlah Barang 
Milik Daerah 
yang Dipelihara 
Jumlah 

rehabilitasi 
sarana dan 
prasarana 
gedung kantor 

Kabupaten 
Magetan 

1 Paket 56.750.000 APBD 135.000.000 1 Paket 75.000.000 

1 0

5 

0

3 

   Program 

Penanggulangan 
Bencana 

 Cakupan 

Korban 
Bencana yang 
Tertangani (%) 
kupan korban 

bencana yang 
tertangani 

 100 % 1.163.791.500  1.095.767.296 100 % 1.118.000.000 

1 0

5 

0

3 

2 0

1 

 Pelayanan 

Informasi Rawan 
Bencana 
Kabupaten/Kota 

 Jumlah Warga 

Negara yang 
Memperoleh 
Layanan 
Informasi 
Rawan Bencana 

Kabupaten 

Magetan 

400 Orang 306.300.000 APBD 148.000.000 500 

Orang 

160.000.000 

1 0
5 

03 2 01 00
03 

Penyusunan 
Kajian Risiko 
Bencana 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Dokumen 
Kajian Risiko 
Bencana yang 
Dilegalisasi 

Jumlah Warga 
Negara yang 
Memperoleh 
Layanan 
Informasi Rawan 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

2 Dokumen 250.300.000 APBD 60.000.000 1 
Dokumen 

50.000.000 

1 0
5 

03 2 01 00
04 

Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 

Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Per Jenis 
Bencana) 

Jumlah Orang 
yang 
Mendapatkan 

Sosialisasi, 
Komunikasi, 
Informasi dan 
Edukasi (KIE) 
Rawan Bencana 
Kabupaten/Kota 
(Per Jenis 
Bencana) Secara 

Tatap Muka 
Kepada Penduduk 
yang Tinggal di 
Daerah Rawan 
Bencana Sesuai 
Jenis Ancaman 
yang Ada di 
Kawasan Tempat 

Tinggalnya 

Jumlah Warga 
Negara yang 
Memperoleh 

Layanan 
Informasi Rawan 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

400 Orang 56.000.000 APBD  88.250.000 500 
Orang 

110.000.000 
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1 0

5 

0

3 

2 0

2 

 Pelayanan 

Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Terhadap 

Bencana 

 Jumlah Warga 

Negara dan 
Aparatur yang 

Memperoleh 

Layanan 

Pencegahan 
dan 
Kesiapsiagaan 
terhadap 
Bencana  

Kabupaten 

Magetan 

100 Orang 226.940.800 APBD 278.945.796 700 

Orang 

329.000.000 

1 0
5 

03 2 02 00
16 

Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 

Kabupaten/ Kota 

Jumlah Warga 
Negara dan 
Aparatur yang 

Mengikuti 
Pelatihan 
Pencegahan dan 
Mitigasi Bencana 

Jumlah Warga 
Negara dan 
Aparatur yang 

Memperoleh 
Layanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
terhadap 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

2 Kawasan 58.000.000 APBD 54.625.000 2 
Kawasan 

110.000.000 

1 0
5 

03 2 02 00
15 

Penyediaan 
Peralatan 

Perlindungan dan 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 
Bencana 

Jumlah Peralatan 
Penyelamatan Diri 

Bagi Individu 
Warga Negara, 
Keluarga, maupun 
Petugas 

Jumlah Warga 
Negara dan 

Aparatur yang 
Memperoleh 
Layanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
terhadap 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

1 unit 46.608.900 APBD 15.000.000 1 Paket 39.000.000 

1 0
5 

03 2 02 00
06 

Penguatan 
Kapasitas 

Kawasan untuk 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

Jumlah Kawasan 
yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya 
Dalam 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
Bencana 

Jumlah Warga 
Negara dan 

Aparatur yang 
Memperoleh 
Layanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
terhadap 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

2 Kawasan 55.000.000 APBD 77.150.000 190 
Orang 

110.000.000 

1 0

5 

03 2 02 00

08 

Pengembangan 

Kapasitas Tim 
Reaksi Cepat 
(TRC) Bencana 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Personil 

TRC yang 
Dikembangkan 
Kapasitas Teknis 
dan Manajerialnya 

Jumlah Warga 

Negara dan 
Aparatur yang 
Memperoleh 
Layanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 
terhadap 
Bencana 

Kabupaten 

Magetan 

55 Orang 67.331.900 APBD 84.000.000 50 Orang 70.000.000 

1 0
5 

03 2 02 00
10 

Gladi 
Kesiapsiagaan 
Terhadap 

Jumlah Aparatur 
dan Warga Negara 
yang Mengikuti 

Jumlah Warga 
Negara dan 
Aparatur yang 

Kabupaten 
Magetan 

  APBD 47.500.000   
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Bencana Gladi 
Kesiapsiagaan 

Memperoleh 
Layanan 
Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan 

terhadap 
Bencana 
 

1 0
5 

0
3 

2 0
3 

 Pelayanan 
Penyelamatan 

dan Evakuasi 
Korban Bencana 

 Jumlah Warga 
Negara yang 

Memperoleh 
Layanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 

Korban 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

160 Orang 143.387.700 APBD 278.945.796    300 
Orang 

236.000.000 

1 0
5 

03 2 03 00
02 

Respon Cepat 
Darurat Bencana 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Dokumen 
SK Penetapan 
Status Darurat 
Bencana dan 
SKPDB yang 
Ditetapkan Paling 

Lama 1x24 Jam 
berdasarkan Hasil 
Dokumen Laporan 
Kaji Cepat 

Jumlah Warga 
Negara yang 
Memperoleh 
Layanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 

Korban Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

2 Dokumen 67.634.400 APBD 150.781.546     2 
Dokumen 

105.000.000 

1 0
5 

03 2 03 00
03 

Pencarian, 
Pertolongan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Korban 
yang Berhasil 
Ditemukan, 
Ditolong, dan 
Dievakuasi Per 

Jenis Kejadian 
Bencana 

Jumlah Warga 
Negara yang 
Memperoleh 
Layanan 
Penyelamatan 

dan Evakuasi 
Korban Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

60 Orang 20.040.000 APBD 22.245.250 300 
Orang 

30.000.000 

1 0
5 

03 2 03 00
09 

Penyediaan 
Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 
Bencana 
Kabupaten/ Kota 

Jumlah Korban 
Bencana yang 
Mendapatkan 
Distribusi Logistik 
Penyelamatan dan 
Evakuasi Korban 

Bencana 

Jumlah Warga 
Negara yang 
Memperoleh 
Layanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 

Korban Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

100 Orang 24.039.500 APBD 55.018.000 100 
Orang 

60.000.000 

1 0
5 

03 2 03 00
11 

Aktivasi Sistem 
Komando 
Penanganan 
Darurat 

Jumlah Laporan 
Pelaksanaan 
Aktivasi Sistem 
Komando 
Penanganan 
Darurat Bencana 

Jumlah Warga 
Negara yang 
Memperoleh 
Layanan 
Penyelamatan 
dan Evakuasi 
Korban Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

2 Laporan 31.673.800 APBD 50.901.000 2 Laporan 41.000.000 
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1 0
5 

0
3 

2 0
4 

 Penataan Sistem 
Dasar 

Penanggulangan 
Bencana 

 Jumlah 
Dokumen 

Pelaporan dan 
Kerjasama dan 

Kemitraan 
dalam 
Penanggulanga
n Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

14 Dokumen 487.163.000 APBD 390.296.500 14 
Dokumen 

393.000.000 

1 0
5 

03 2 04 00
03 

Kerjasama Antar 
Lembaga dan 
Kemitraan dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

Kabupaten/ Kota 

Jumlah Dokumen 
Kerja Sama Antar 
Lembaga dan 
Kemitraan Dalam 
Penanggulangan 

Bencana 

Jumlah 
Dokumen 
Pelaporan dan 
Kerjasama dan 
Kemitraan 

dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

1 Dokumen 22.000.000 APBD 67.150.000 1 
Dokumen 

81.000.000 

 0
5 

03 2 04 00
04 

Pengelolaan dan 
Pemanfaatan 
Sistem Informasi 
Kebencanaan 

Jumlah Data dan 
Informasi 
Kebencanaan 

Jumlah 
Dokumen 
Pelaporan dan 
Kerjasama dan 
Kemitraan 
dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

12 Dokumen 20.471.000 APBD 50.000.000 12 
Dokumen 

41.000.000 

1 0
5 

03 2 04 00
08 

Bimbingan Teknis 
Pasca Bencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Aparatur 
BPBD 
Kabupaten/Kota 
dan lintas 
perangkat daerah 
Kabupaten/Kota 

yang memiliki 
kemampuan 
teknis dalam 
menyusun 
dokumen 
Pengkajian 
Kebutuhan 
Pascabencana 

(JITUPASNA) dan 
Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana 
(R3P) 

Jumlah 
Dokumen 
Pelaporan dan 
Kerjasama dan 
Kemitraan 
dalam 

Penanggulangan 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

100 Orang 96.245.300    181.000.000 
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1 0
5 

03 2 04 00
08 

Koordinasi 
Penanganan 
Pascabencana 
Kabupaten/Kota 

Jumlah 
Penyelesaian 
kegiatan 
pascabencana di 

semua sektor 
sesuai 
berdasarkan 
Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana 
(R3P) 
Kabupaten/Kota 

yang dilegalkan 

Jumlah 
Dokumen 
Pelaporan dan 
Kerjasama dan 

Kemitraan 
dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

6 Kegiatan 78.446.700    90.000.000 

1 0
5 

03 2 04 00
13 

Penyusunan 
Kajian Kebutuhan 
Pascabencana 
(JITUPASNA) dan 
Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekontruksi 
Pascabencana 
(R3P) Kab/Kota 

Jumlah 
penyelesaian 
dokumen 
Pengkajian 
Kebutuhan 
Pascabencana dan 
Rencana 
Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi 
Pascabencana 
(R3P) Provinsi 
sampai dengan 
dinyatakan sah 
dan legal paling 
lama dalam 1 
(satu) tahun 

Jumlah 
Dokumen 
Pelaporan dan 
Kerjasama dan 
Kemitraan 
dalam 
Penanggulangan 
Bencana 

Kabupaten 
Magetan 

1 Dokumen 270.000.000 APBD 273.146.500 1 
Dokumen 

270.000.000 

Jumlah Total 4.993.702.392  4.917.394.498  4.452.000.000 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan Tahun 2026 dilakukan dengan 
mempertimbangan hal-hal sebagai berikut : 

1. Mendukung tercapainya target Indikator Capaian Kinerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan untuk “menurunkan 

risiko bencana” ; 
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau 

dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan 
pilihan serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

3. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/ standar nasional 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan 

Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/ Kota; 
4. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 

   Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Magetan tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting 
dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan 

kegiatan tahun 2026 di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Magetan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan 

Daerah tahun 2026 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah Tahun 2026 dengan beberapa catatan penting:  

a. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, seluruh unit yang ada di 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib segera menindaklanjuti 
dengan penyusunan time schedule pelaksanaan kegiatan sehingga 

pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu;  
b. Untuk menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan 

programprogram pembangunan daerah, agar koordinasi internal dan 
lintas PD dilakukan secara intensif, sehingga diperoleh hasil maksimal 

dari pelaksanaan program/kegiatan;  
c. Dalam melaksanakan program/kegiatan agar memperhatikan prinsip 

efektivitas dan efisiensi;  

d. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan 
dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, agar 

segera dilakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja. 
 

 

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 
Dengan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan yaitu : 
a.  Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2026 ditujukan 

sebagai pedoman pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah untuk tahun anggaran 2026; 

 b. Seluruh pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib 
menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran; 

c. Untuk memastikan target-target di Renja tercapai, agar dilakukan 
evaluasi secara berkala sehingga dapat segera diketahui pelaksanaan 

program/ kegiatan yang menemui kendala/masalahagar segera dapat 
diambil langkah-langkah antisipasi. 

 
 

5.3  Rencana Tindak Lanjut 

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, Renja akan menjadi acuan 
dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan mengacu pada 

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 
(PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.  

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga akan 
digunakan sebagai dasar dan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja 
masing-masing unit kerja/aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Selanjutnya, dalam penyusunan Sasaran Kerja Pegawai, akan mengacu 
kepada indikator kinerja serta target yang tercantum dalam Renja. 
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Dengan implementasi yang tepat, kami yakin Renja ini akan 
menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan pembangunan yang 

berkualitas dan berkelanjutan bagi Kabupaten Magetan. Semoga Dokumen 
Renja (Rencana Kerja) ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai bentuk pelayanan kepada 
masyarakat. 

 
 

              Magetan, 27 November 2025 

                         Plt. KEPALA PELAKSANA 
              BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

              KABUPATEN MAGETAN 
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